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UNDANG UNDANG
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang tersedia di situs resmi Mahkamah Agung RI.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49, yang memperluas yurisdiksi pengadilan ini.
Pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 20 ayat [1] Peraturan 
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 
Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum 
Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG 
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili 
Mahkamah Agung RI, "Panduan eCourt" (2023), yang menjelaskan sistem elektronik untuk perkara sederhana seperti di Pengadilan Agama.  
Court Mahkamah Agung yang menyediakan langkah-langkah pengajuan dan fitur sidang daring.
Data dari Mahkamah Agung RI (2023), yang mencatat jumlah pengadilan dan perkembangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2006

